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ANOTASI PUTUSAN

Dr. H. Agus Moh Najib, M.Ag

Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Abstrak
utusan Mahkamah Agung No. 489 K/AG/2011
memberikan bagian warisan bagi anak tiri dan
anak angkat sebagai penerima sisa (ashabah).
Dalam putusan tersebut, anak tiri dan anak angkat
tidak saja mendapat sebagian besar harta warisan (87,5%),
tetapi juga mengurangi (hijab nuqshan) bagian istri
pewaris dari yang seharusnya mendapat % menjadi 1/8
bagian (12,5%) dari harta warisan. Tulisan ini berupaya
mencari landasan hukum bagi hak kewarisan anak tiri
dan anak angkat, di samping juga memberikan catatan
kritis dan alternatif penyelesaian bagi perkara tersebut.
Dengan menelusuri khazanah keilmuan waris Islam,
anak tiri dan dan anak angkat dapat dimasukkan dalam
kelompok ashabah sababiyyah yang menerima sisa harta
warisan, atau sebagai penerima wasiat wajibah yang dapat
menerima maksimal 1/3 bagian harta warisan. Namun
dalam aplikasinya, hak ashabul furud sebagai ahli waris
asli yang disebutkan dalam Al-Qur’an perlu diperhatikan
dan tidak boleh dirugikan dalam pembagian warisan yang
melibatkan anak tiri dan anak angkat ini.

Pendahuluan

Pembagian harta warisan dalam Islam telah dijelaskan
dalam Al-Qur’an secara rinci, baik para ahli waris
yang menerima maupun bagian masing-masing ahli
waris tersebut.! Namun demikian, hal ini bukan berarti
tidak ada peluang ijtihad dalam masalah hukum waris.

1 Ayat-ayat waris dalam Al-Qur’an antara lain terdapat pada Q.S. Al-Nisa" (4):
7,11-12, dan 176, Q.S. Al-Anfal (8): 76, Q.S. Al-Ahzab (33): 6.
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BAGIAN WARIS BAGI ANAK
TIRI DAN ANAK ANGKAT

(Anotasi terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 489 K/AG/2011)

Apabila ditelusuri, sejak awal masa sahabat Nabi, telah
banyak ijtihad dan inovasi dalam upaya menyelesaikan
permasalahan-permasalahan hukum waris ini.? Praktek
dan upaya ijtihad dalam hukum waris sebenarnya terus
berlanjut, terlebih lagi pada masa kontemporer ketika
struktur masyarakat dan keluarga mengalami perubahan
yang sangat dinamis. Hazairin (w.1975), seorang pemikir
hukum waris dari Indonesia, misalnya, menggagas konsep
waris bilateral dan adanya ahli waris pengganti (mawali).?
Bahkan Munawir Sjadzali (w.2004) mengemukakan
gagasan yang berbeda dengan bunyi teks Al-Qur’an. Ia
menyatakan bahwa bagian waris anak perempuan saat ini,
karena konteks dan situasinya berbeda dengan ketika ayat
waris turun, seharusnya sama besar dengan bagian waris
yang diterima anak laki-laki.*

Hasil ijtihad kontemporer terkait hukum waris
Islam umumnya didasarkan pada prinsip Kkeadilan
yang dipandang sebagai nilai substansial dari ayat-ayat
waris, sehingga ketentuan waris yang dianggap tidak
mencerminkan nilai keadilan berusaha untuk direvisi dan
direformulasi. Dalam ijtihad hukum waris kontemporer,
konsep yang sering digunakan antara lain adalah wasiat
wajibah. Konsep wasiat wajibah ini seringkali diberlakukan

2 Untuk menyebutkan sebagian kecil hasil ijtihad para sahabat dalam masalah
waris ini adalah masalah yang terkenal dengan sebutan gharawain, musyarakah,
akdariyah dan lain-lain. Masalah-masalah tersebut, walaupun merupakan inovasi
penyelesaian waris yang brilian, tetapi tidak semua sahabat sependapat dengan hasil
ijtihad tersebut.

3 Hazairin, Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur'an dan Hadith (Jakarta:
Tintamas, 1982), him. 16-17 dan 27-30.

4 Munawir Sjadzali, [jtihad Kemanusiaan (Jakarta: Paramadina, 1997), him.
7-8 dan 70-71.



sebagai jalan keluar untuk memberikan harta peninggalan
bagi orang yang dianggap dekat dengan pewaris tetapi
tidak mendapatkan bagian warisan, seperti cucu yang
bapaknya meninggal terlebih dulu dari pada kakeknya,
atau anak angkat dan orang tua angkat.® Apabila dicermati,
beberapa putusan Mahkamah Agung tentang waris beda
agama juga sebenarnya menggunakan konsep wasiat
wajibah ini. Putusan MA Nomor 368 K/AG/1995 yang
memberikan hak waris anak yang beda agama dengan
bagian yang sama dengan anak yang lain, atau Putusan
MA Nomor 16 K/AG/2010 yang memberikan % harta
warisan bagi istri yang beda agama, pada dasarnya adalah
menggunakan konsep wasiat wajibah, karena bagian yang
diterima anak dan istri tersebut, walaupun menggunakan
istilah waris dengan bagiannya yang spesifik (al-furud
al-muqgaddarah), namun tidak lebih dari maksimal jumlah
wasiat, yaitu 1/3 harta warisan.®

Berbeda dengan itu, putusan MA Nomor 489 K/
AG/2011 menetapkan adanya hak waris bagi anak tiri dan
anak angkat. Dalam putusan tersebut ditetapkan bahwa
anak tiri dan anak angkat secara bersama-sama mendapat
sisa harta warisan, yang apabila dihitung jumlahnya lebih
dari 1/3 harta warisan. Selama ini, anak angkat biasanya
tidak menjadi ahli waris, tetapi mendapatkan bagian harta
peninggalan melalui wasiat wajibah (maksimal 1/3 harta
warisan). Bahkan anak tiri biasanya tidak mendapat bagian
waris apa-apa kecuali yang memang dihibahkan atau
diwasiatkan oleh pewaris pada saat hidupnya. Putusan
MA ini menarik untuk dikaji, karena memberikan harta
warisan kepada anak tiri dan anak angkat melalui sistem
ashabah (sisa harta warisan), dan bukan melalui wasiat
wajibah. Tulisan ini berusaha membahas dan menganalisis
putusan MA tersebut, namun supaya permasalahannya
lebih jelas, akan dikemukakan terlebih dahulu deskripsi
perkaranya.

Deskripsi Perkara

Putusan MA Nomor 489 K/AG/2011 ini merupakan
perbaikan dari putusan Pengadilan Agama Malang Nomor
297/Pdt.G/2010/PA.Mlg yang kemudian dikuatkan oleh
putusan PTA Surabaya dengan Nomor 104/Pdt.G/2011/
PTA.Sby.” Dengan demikian, antara putusan judex facti
yang ditetapkan oleh PA dan PTA ada perbedaan dengan

5 Dimulai oleh Mesir, beberapa Negara muslim memberlakukan konsep wasiat
wajibah ini, tidak terkecuali di Indonesia. KHI pasal 209, misalnya, memberikan wasiat
wajibah bagi anak angkat dan orang tua angkat.

6  Putusan MA tersebut dengan bahasa lain dapat dinyatakan dengan “anak
perempuan beda agama mendapat wasiat wajibah yang jumlahnya sama dengan
bagian ahli waris anak perempuan yang lain” dan “istri beda agama mendapat wasiat
wajibah sebagaimana kedudukannya sebagai istri, yaitu mendapat 1/4 bagian dari
harta warisan”.

7 Putusan MA Nomor 489 K/AG/2011, him. 1, 5, 6 dan 12.

ANOTASI PUTUSAN

judex juris yang diputuskan oleh MA. Oleh karena itu,
dalam deskripsi perkara ini dibagi sesuai dua putusan
tersebut, hanya saja nama-nama pihak yang berperkara
tidak disebutkan secara langsung.

Apabila ditelusuri ke belakang, asal usul perkara ini
bermula dari adanya perkawinan antara Ibu A dan pak B,
yang kemudian dikaruniai 4 (empat) orang anak kandung,
2 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Semasa hidupnya
A dan B memiliki usaha Penginapan. Namun kemudian
pak B meninggal dunia, dan Ibu A melanjutkan dalam
mengelola usaha penginapan tersebut.

Ibu A (pada tahun 1966) kemudian menikah lagi dengan
seorang laki-laki (C). Dengan perkawinan tersebut, Ibu A
tetap melanjutkan usaha penginapan tersebut dibantu oleh
suami keduanya (C). Pak C ini pada saat menikah dengan
ibu A telah memiliki istri yang bernama Ibu D. Pak C dan
Ibu D dalam perkawinannya tidak memiliki keturunan dan
mengangkat seorang perempuan menjadi Anak Angkat
(E).

Dalam upaya pengembangan bisnisnya, Ibu A dan
pak C membeli sebidang tanah (pada tahun 1994) dan
kemudian didirikan Penginapan. Luas tanah tersebut
1.220 meter persegi dan sertifikatnya diatasnamakan pak
C. Penginapan beserta tanahnya inilah yang kemudian
menjadi Obyek Sengketa.

Ibu A kemudian (tahun 2003) meninggal dunia karena
sakit dan diikuti pak C yang meninggal dunia dua tahun
setelahnya (tahun 2005) juga karena sakit. Dengan
meninggalnya Pak C, obyek sengketa berada di bawah
penguasaan Ibu D sebagai istri pertama beserta Anak
angkat (E) dan suaminya. Namun karena obyek sengketa
tersebut sebenarnya merupakan hasil usaha bersama
antara Pak C dan ibu A, maka empat anak kandung ibu
A, yang berarti juga Anak Tiri pak C, menggugat kepada
pihak yang menguasai obyek sengketa tersebut (Ibu D,
anak angkat, dan suami dari anak angkat tersebut, sebagai
para tergugat) supaya obyek sengketa dibagi secara adil,
apalagi anak angkat dan suaminya pada dasarnya adalah
bukan ahli waris dari pak C. Dengan demikian, empat anak
tiri dari pak C inilah yang menjadi para penggugat (F).2

A. Putusan Judex facti
Putusan judex facti yang ditetapkan oleh PA, dan
dikuatkan oleh PTA, terhadap perkara di atas secara
singkat dapat dinyatakan sebagai berikut:
1. Obyek sengketa adalah harta bersama almarhum
Pak C dengan kedua istrinya (almarhumah Ibu A
dan Ibu D).

8  Putusan MA Nomor 489 K/AG/2011, him. 1-5.
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2. Menetapkan bagian masing-masing dari harta

bersama tersebut di atas sebagai berikut:

a. Almarhum Pak C mendapat 1/3 bagian.

b. Ibu D mendapatkan 1/3 bagian.

c. Almarhumah Ibu A mendapatkan 1/3 bagian.

3. Menghukum para Tergugat (Ibu D, anak angkat dan
suaminya) untuk menyerahkan 1/3 bagian dari
hartabersama tersebut di atas kepada ahli waris dari
almarhumah Ibu A, yaitu suami (almarhum Pak C)
sebesar % bagian dan anak-anak dari almarhumah
Ibu A (para Penggugat) sebesar 34 (Ashabah).

4. Menyatakan bahwa 1/3 bagian dari harta bersama
ditambah bagian suami (almarhum Pak C) sebesar
Y bagian tersebut di atas sebagai harta warisan
(tirkah) dari almarhum Pak C.

5. Menetapkan bahwa Ibu D adalah ahli waris dari
almarhum Pak C, dan E adalah anak angkat dari
almarhum Pak C.

6. Menetapkan bagian ibu D sebagai ahli waris sebesar
V4 dari harta warisan almarhum Pak C dan bagian E
sebagai anak angkat sebesar 1/3 dari harta warisan
almarhum Pak C, serta sisa harta warisan almarhum
Pak C diperuntukkan untuk LAZIS di Kecamatan
tempat benda tersebut berada.’

Dalam putusan judex facti ini, apabila dicermati, terkait
dengan beberapa masalah, yaitu gono gini terhadap
harta bersama, wasiat wajibah, dan pemberian sisa harta
warisan untuk baitul mal (kepentingan umum), yang
dalam hal ini adalah LAZIS. Salah satu alasan tergugat
untuk banding, dan kemudian kasasi, adalah putusan judex
facti dipandang sebagai putusan supra petita atau putusan
yang melebihi dari yang diminta oleh penggugat, yaitu
antara lain memberikan sisa harta warisan untuk LAZIS.*°

Putusan judex facti yang langsung memberikan sisa
harta warisan kepada LAZIS ini berarti tidak mengikuti
pendapat yang memberikan radd kepada istri atau suami.
Putusan tersebut tidak memberikan radd kepada ibu D
sebagai istri dan semua sisa harta waris diberikan untuk
LAZIS. Para ulama memang berbeda pendapat ketika
harta warisan tersebut masih sisa padahal telah dibagikan
kepada ashabul furud yang ada dan tidak ada ahli waris
ashabah. Apakah sisa harta warisan tersebut dikembalikan
(radd) kepada ahli waris ashabul furud yang ada sesuai
besaran bagiannya atau langsung diberikan ke baitul mal.
Pendapat pertama, yang dikemukakan oleh Zaid ibn Tsabit
dan diikuti oleh ‘Urwah, Al-Zuhri, Al-Syafi’i, dan Malik,
menyatakan bahwa sisa harta warisan tersebut langsung
diberikan kepada baitul mal untuk kepentingan umum,

9  Putusan MA Nomor 489 K/AG/2011, him. 5-6.
10 Putusan MA Nomor 489 K/AG/2011, him. 6-10.
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sehingga tidak ada radd untuk ahli waris ashabul furud
yang pada dasarnya sudah mendapat bagian sesuai yang
ditetapkan oleh Al-Qur’an. Pendapat kedua menyatakan
bahwa sisa harta warisan tersebut diberikan kepada
ahli waris ashabul furud termasuk suami dan istri sesuai
dengan bagian yang diterima masing-masing. Pendapat
ini dikemukakan oleh Usman Ibn ‘Affan. Kemudian
pendapat ketiga, yang dikemukakan oleh ‘Umar, ‘Ali dan
mayoritas ulama, termasuk Abu Hanifah dan Ahmad Ibn
Hanbal, menyatakan bahwa sisa harta warisan tersebut
dikembalikan (radd) kepada ahli waris ashabul furud
selain suami dan istri."*

Menurut pendapat ketiga di atas, suami dan istri,
berbeda dengan ahli waris yang lain, saling mewarisi
adalah karena hubungan perkawinan, bukan hubungan
nasab, sehingga keduanya tidak mendapatkan radd. Radd
hanya diberlakukan bagi ahli waris karena hubungan
nasab. Kemudian argumen pendapat kedua dan ketiga
yang menyatakan adanya radd adalah karena ashabul
furud memiliki hubungan yang lebih kuat dengan pewaris,
yaitu hubungan nasab dan agama, dari pada baitul mal
(kepentingan umum) yang hanya sekadar hubungan agama
saja. Dengan demikian, apabila ada sisa harta warisan,
maka ashabul furud lebih didahulukan dari pada baitul
mal, yaitu dengan cara adanya radd.'>? Namun demikian,
baitul mal masih tetap mungkin mendapat bagian, yaitu
apabila tidak ada ahli waris, atau harta warisan tersebut
tetap masih ada sisa setelah di-radd-kan sesuai bagian
masing-masing ashabul furud yang ada.

Putusan judex facti, apabila dibandingankan dengan
ketiga pendapat di atas, maka ada kemungkinan mengikuti
pendapat pertama, yaitu tidak ada konsep radd bagi
ashabu al-furud, atau bisa juga mengikuti pendapat ketiga
yang menyatakan ada radd, tetapi kepada selain suami
atau istri. Oleh karena itu, dalam putusan judex facti, ibu
D sebagai istri tidak mendapatkan radd, dan sisa harta
warisan langsung diberikan seluruhnya kepada baitul
mal (LAZIS). Apabila dicermati, putusan judex facti ini
tidak sesuai dengan ketetapan yang dikemukakan oleh
Kompilasi Hukum Islam (KHI). KHI pasal 193 cenderung
kepada pendapat kedua di atas, yaitu sisa harta warisan
di-radd-kan kepada seluruh ahli waris yang ada, tanpa
mengecualikan suami dan istri. Pasal 193 KHI tersebut
berbunyi:

“Apabila dalam pembagian harta warisan di antara
para ahli waris Dzawil furud menunjukkan bahwa angka
pembilang lebih kecil dari angka penyebut, sedangkan

11 Al-Sayyid Sabiq, Figh al-Sunnah (Beirut: Dar al-Fikr, 1998), IlI: 316.

12 [bid., |ll: 316-317. Ibnu Rusyd, Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Mugqtashid
(Ttp.: Syirkah al-Nur Asia, t.t.), Il: 264.



tidak ada ahli waris asabah, maka pembagian harta
warisan tersebut dilakukan secara rad, yaitu sesuai dengan
hak masing-masing ahli waris, sedang sisanya dibagi
berimbang di antara mereka.”

Sementara itu, baitul mal yang diterjemahkan oleh KHI
sebagai Balai Harta Keagamaan (Ketentuan Umum Pasal
171(i)), hanya akan mendapat harta warisan apabila tidak
ada ahli waris. KHI pasal 191 menyatakan:

“Bilapewaris tidak meninggalkan ahli waris sama sekali,
atau ahli warisnya tidak diketahui ada atau tidaknya, maka
harta tersebut atas putusan Pengadilan Agama diserahkan
penguasaannya kepada Baitul Mal untuk kepentingan
agama Islam dan kesejahteraan umum.”*?

Dengan demikian, KHI mengakui adanya pembagian
harta warisan secara radd kepada seluruh ashabul furud
atau dzawil furud, termasuk suami atau istri, di samping
juga mengakui baitul mal sebagai penerima harta warisan
apabila memang tidak ada ahli waris yang lain.

Apabila dilihat, putusan judex facti memberikan bagian
istri % (25%) dari harta warisan dan bagian anak angkat
1/3 (33.33%) melalui wasiat wajibah, maka sisanya yang
diberikan ke LAZIS adalah 5/12 atau 41,66% dari harta
warisan. Dengan demikian, bagian yang paling kecil
adalah justru yang diterima oleh istri sebagai ashabul
furud dan ahli waris asli yang disebutkan dalam Al-Qur’an.
Sementara bagian yang paling besar adalah LAZIS, dan
kemudian anak angkat. Padahal anak angkat di samping
bukan ahli waris, juga wasiatnya bukan datang dari
pewaris sendiri, tetapi berdasarkan atas keputusan hakim
melalui wasiat wajibah. Sementara itu, adanya pemberian
harta warisan untuk LAZIS (kepentingan umum, baitul
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mal) pada dasarnya adalah pemberian harta waris untuk
kemaslahatan umum apabila tidak ada ahli waris, padahal
dalam kasus ini ahli waris itu ada. Dengan demikian,
seharusnya ahli waris, dalam hal ini adalah istri dari
pewaris, yang lebih diutamakan dari pada LAZIS dan juga
anak angkat, terutama dalam hal besarnya bagian warisan
yang diterima.

Apabila  mengikuti  ketentuan =~ KHI,  dengan
mempertimbangkan juga pendapat yang pertama yang
dikemukakan oleh Imam al-Syafi'i dan Imam Malik di
atas bahwa baitul mal pada dasarnya sejak awal berhak
memperoleh sisa harta warisan, maka radd hanya
diberikan sesuai dengan bagian masing-masing ahli waris
ashabul furud, dan apabila masih ada sisa maka diberikan
kepada baitul mal. Oleh karena itu, walaupun memang
masalah khilafiyyah, putusan judex facti, menurut hemat
penulis, sebaiknya ditetapkan dengan adanya radd untuk
istri, sehingga ibu D sebagai istri mendapat bagian %
ditambah radd Y4 bagian, sehingga istri mendapat %2 (50
%) bagian harta warisan. Kemudian anak angkat mendapat
1/3 (33,33%) bagian sebagai jumlah maksimal dari wasiat
wajibah, dan LAZIS (baitul mal) mendapat sisanya, yaitu
1/6 bagian atau 16,66 % dari harta warisan. Dengan
demikian, urutan besaran bagian harta warisan yang
diperoleh adalah pertama istri (50%), kemudian anak
angkat (33,33%) dan terakhir LAZIS (16,66%). Hal ini
berbeda secara terbalik dengan putusan judex facti yang
lebih mengutamakan LAZIS (41,66%), kemudian baru anak
angkat 1/3 bagian (33,33%) dan terakhir istri yang hanya
mendapat % bagian (25%). Di samping itu, putusan judex
facti ini mengabaikan bagian bagi anak tiri, yang kemudian
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dikoreksi oleh putusan judex juris, sebagaimana akan
dikemukakan. Hubungan antara anak tiri dan pewaris,
menurut judex juris, harus lebih diperhatikan karena tidak
kalah dekatnya dibanding hubungan antara anak angkat
dengan pewaris.

2. Putusan jJudex juris
Sementara itu, putusan judex juris yang ditetapkan
oleh MA secara singkat adalah sebagai berikut:

1. Amar putusan judex facti yang menguatkan putusan
PA harus diperbaiki terkait sisa harta warisan
setelah dikeluarkan bagian ibu D sebagai istri
dan wasiat wajibah bagi anak angkat E. Sisa harta
warisan yang diberikan kepada LAZIS (Lembaga
Amil Zakat Infaq dan Shadaqah) adalah tidak benar.
Sisa harta seharusnya diberikan kepada anak tiri
dari almarhum Pak C, yaitu para Penggugat, dengan
alasan bahwa anak angkat saja diberi, maka tidak
masuk akal apabila anak bawaan istrinya (anak tiri)
disingkirkan begitu saja.

2. Terhadap kesimpulan di atas, ada pendapat yang
berbeda (dissenting opinion) dari salah satu
Hakim Agung. Pendapat tersebut didasarkan
pada alasan bahwa anak tiri almarhum Pak C
bukanlah ahli waris dan bukan pula dzawil arham
dari almarhum Pak C, karena itu tidak ada alasan
hukum apapun untuk menyerahkan sisa harta
warisan almarhum Pak C kepada mereka. Mereka
juga tidak bisa dibandingkan dengan anak angkat,
karena anak angkat yang sah, berdasarkan hukum,
yaitu Pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam
dan yurisprudensi, memang berhak terhadap
harta peninggalan melalui wasiat wajibah. Dengan
demikian, putusan judex facti yang menyerahkan
sisa harta warisan almarhum Pak C kepada LAZIS
setempat adalah tepat dan karenanya permohonan
kasasi ini seharusnya ditolak.

3. Walaupun demikian, karena suara terbanyak
berpendapat bahwa permohonan kasasi ditolak
dengan perbaikan, yaitu dengan menyerahkan sisa
harta warisan almarhum Pak C kepada anak tiri,
maka permohonan kasasi ini akan diputus dengan
tolak perbaikan.

4. Menetapkan bahwa obyek sengketa adalah harta
bersama almarhum Pak C dengan kedua istrinya
(almarhumah ibu A dan ibu D).

5. Menetapkan bagian masing-masing dari harta
bersama tersebut di atas sebagai berikut:

a. Almarhum Pak C mendapat 1/3 bagian = 33,34 %
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b. Ibu D mendapatkan 1/3 bagian = 33,33 %

c. Almarhumah Ibu A mendapatkan 1/3 bagian =
33 %

6. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan
bagian almarhumah Ibu A yang meninggal dunia
pada tahun 2003, sebesar 33.33 % tersebut di atas,
kepada para ahli warisnya sebagai berikut:

a. Pak C (suami) mendapat % x 33,33 % = 8,33 %;

b. Anak kandung 1 (laki-laki) 2/6 x (33,33 % - 8,33
%) = 8,33 %;

c. Anak kandung 2 (perempuan) 1/6 x (33,33 % -
8,33%); = 4,17 %j;

d. Anak kandung 3 (laki-laki) 2/6 x (33,33 % - 8,33
%) = 8,33 %;

e. Anak kandung 4 (perermpuan) 1/6 x (33,33 % -
8,33 %) = 4,17 %;

7. Menyatakan almarhum Pak C yang meninggal dunia
tahun 2005, meninggalkan ahli waris seorang istri,
yaitu ibu D, maka harta warisannya tersebut, yaitu
33.34 % + 8.33 % = 41.67%, diberikan kepada:

a. IbuD (istri) 1/8x41.67 % =5,21%

b. Sisa sebesar 36,46 % dibagikan kepada empat
anak tiri (anak bawaan almarhum pak C dari
istri almarhumah Ibu A, yaitu para Penggugat)
dan seorang anak angkat (E), dengan pembagian
sama besar, yaitu masing-masing = 1/5 x 36,46
% =729 %"

Putusan judex juris, berbeda dengan putusan judex facti,
menambahkan anak tiri sebagai penerima harta warisan,
dengan argumen bahwa anak angkat saja mendapat harta
warisan, maka anak tiri seharusnya lebih berhak. Oleh
karena itu, sisa harta warisan, menurut putusan judex
juris, tidak tepat apabila diberikan untuk LAZIS dan lebih
tepat untuk diberikan kepada anak tiri dan angkat angkat.
Pemberian bagian sisa harta warisan bagi anak tiri dan anak
angkat oleh judex juris ini, apabila dicermati, bukan melalui
wasiat wajibah, namun menempatkan kedudukan anak tiri
dan anak angkat ini sebagai kelompok ashabah (penerima
seluruh sisa). Hal ini dapat dilihat bahwa jumlah bagian
yang diterima oleh anak tiri dan anak angkat adalah lebih
dari 1/3 harta warisan, yaitu 7/8 bagian (sisa dari bagian
Ibu D sebagai istri yang mendapat 1/8 harta warisan).
Di samping itu, kedudukan anak tiri dan anak angkat
ini, oleh putusan judex juris, ditempatkan sebagaimana
kedudukan anak kandung yang bisa meng-hijab nugshan
sehingga mengurangi bagian Ibu D sebagai istri dari %
bagian menjadi hanya 1/8 bagian.'® Hanya saja, di sisi lain,

14  Putusan MA Nomor 489 K/AG/2011, hlm. 11-13.

15  Hijab dalam fikih waris diklasifikasikan menjadi dua, yaitu hijab hirman yang
menghalangi seseorang untuk mendapatkan harta warisan, dan hijab nugshan yang



anak tiri (2 laki-laki dan 2 perempuan) dan anak angkat
(1 perempuan) tersebut semuanya mendapatkan bagian
yang sama, dengan tidak membedakan jenis kelamin.

Analisis Putusan Judex juris:
Anak Tiri dan Anak Angkat sebagai Penerima Sisa
Harta Warisan

Putusan judex facti, sebagaimana telah dikemukakan,
memberikan sisa harta warisan langsung kepada baitul
mal (LAZIS), setelah dibagi kepada ashabul furud yang ada
(istri) dan wasiat wajibah untuk anak angkat. Sementara
putusan judex juris memberikan semua sisa harta warisan
tersebut kepada anak tiri dan anak angkat, dengan
tidak menggunakan konsep wasiat wajibah dan tidak
memberikan sedikitpun kepada baitul mal. Pemberian
kepada LAZIS, menurut putusan judex juris dianggap tidak
tepat. Apabila ditelusuri, mengenai sisa harta warisan
setelah dibagi kepada ashabul furud dan kelompok
ashabah tidak ada, dalam diskursus hukum waris Islam
biasanya ditempubh jalan keluar melalui konsep radd atau
pemberian kepada baitul mal.’* Mengenai konsep radd dan
baitul mal, sebagaimana dikemukakan ketika membahas
putusan judex facti, para ulama berbeda pendapat. Secara
garis besar, ada ulama yang mengakui adanya konsep radd
dan ada yang tidak. Kelompok yang mengakui adanya
konsep radd juga berbeda pendapat tentang bisa tidaknya
radd kepada suami atau istri. Sementara kelompok yang
tidak mengakui adanya konsep radd berpendapat bahwa
setelah dibagi kepada ashabul furud yang ada, maka sisa
harta warisan langsung diberikan kepada baitul mal untuk
kepentingan umum.

Putusan judex facti dapat dikatakan masih berada di
seputar perbedaan di atas, dengan menambahkan adanya
wasiat wajibah bagi anak angkat. Sementara itu, putusan
judex juris di samping tidak mengikuti salah satu pendapat
di atas, juga tidak mengikuti pendapat umumnya yang
menggunakan konsep wasiat wajibah untuk memberikan
harta warisan kepada orang yang dianggap dekat dengan
pewaris tetapi tidak termasuk ahli waris. Putusan judex
juris ini memberikan sisa harta warisan kepada anak tiri
dan anak angkat. Bahkan sisa harta warisan yang diterima

hanya mengurangi bagian seseorang dalam menerima harta warisan. As-Sayyid Sabig,
Figh al-Sunnah, ll: 314.

16 Konsep radd dan baitul mal ini dijadikan sebagai jalan keluar ketika ada
ashabul furud dan tidak ada ahli waris ashabah. Sementara apabila kasusnya tidak
ada ashabul furud dan juga tidak ada ashabah, maka para ulama menggunakan
konsep dzawil arham. Walaupun mereka juga berbeda pendapat tentang bisa tidaknya
dzawil arham ini sebagai ahli waris. Zaid Ibn Tsabit, Ibnu Abbas, Al-Syafi'i dan Malik
berpendapat dzawil arham tidak bisa mewarisi, sehingga harta warisan langsung
diberikan kepada baitul mal. Sementara ‘Umar, Ibnu Mas’ud, Abu Hanifah dan Ahmad
Ibn Hanbal berpendapat bahwa dzawil arham lebih didahulukan dari pada baitul mal.
Muhammad ‘Ali al-Shabuni, Al-Mawaris fi al-Syari’ah al-Islamiyyah fi Dhau al-Kitab
wa al-Sunnah (Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyyah, 2010), him. 159-160.
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tersebut persentasenya besar, karena bagian ashabul furud
yang ada, dalam hal ini istri, ter-hijab nugshan sehingga
bagian yang diterima berkurang setengahnya dan masuk
dalam sisa harta warisan tersebut.

Apabila dicermati, dalam diskursus hukum waris Islam
terdapat konsep ashabah sababiyyah. Konsep ashabah
sababiyah ini merupakan bagian dari konsep ashabah
secara umum yang biasanya dikaitkan dengan konsep
al-wala’, yaitu pemberian bagian harta warisan dari
bekas budak yang meninggal kepada bekas tuan yang
memerdekakannya, sebagai balasan dari kebaikan tuannya
tersebut dan kedekatan antara keduanya. Dalam beberapa
literatur hukum waris Islam, terjadi perbedaan pendapat
tentang kapan bekas tuan tersebut mendapat bagian
warisan, apakah ketika bekas budak (pewaris) tidak
memiliki ahli waris sama sekali, atau ketika tidak memiliki
ahli waris nasabiyah, ataukah ketika tidak ada kelompok
ashabah sehingga harta warisan masih sisa.!” Terlepas
dari perbedaan pendapat tersebut, sebenarnya terdapat
titik persamaan, yaitu ketika harta warisan bekas budak
(pewaris) tersebut masih terdapat sisa. Adanya sisa harta
warisan tersebut baik karena ada ahli waris ashabul furud
tetapi tidak ada ahli waris ashabah, ataupun karena tidak
ada ahli waris sama sekali. Bekas tuan yang menerima sisa
harta warisan dari bekas budaknya tersebut dalam ilmu
kewarisan Islam disebut sebagai ashabah sababiyyah.'®
Sebagai konsep ashabah, maka konsep ashabah sababiyyah
ini sama kedudukannya dengan ashabah nasabiyyah yang
dapat menghabiskan seluruh sisa harta warisan. Hanya
saja, ashabah sababiyyah ini baru mendapat bagian
warisan apabila tidak ada ashabah nasabiyyah dan harta
yang telah dibagikan kepada ashabul furud masih terdapat
sisa. Di samping itu, ashabah sababiyyah, berbeda dengan
ashabah nasabiyyah, di samping tidak dapat menghijab
ashabul furud, baik hijab hirman maupun hijab nugshan,
juga tidak membedakan jenis kelamin, karena orang yang
memerdekakan budak tersebut bisa laki-laki ataupun
perempuan.?

Pemberian seluruh sisa harta warisan kepada anak
tiri dan anak angkat oleh putusan judex juris, menurut
hemat penulis, bisa diposisikan dalam konteks ashabah
sababiyyah ini. Sebagaimana dalam konsep al-wala’,
hubungan anak tiri dan anak angkat dengan orang tua
tiri atau orang tua angkatnya terdapat rasa kasih sayang
dan kedekatan sebagaimana kedekatan dalam hubungan

17 Ibid.,, him. 61. Ibnu Rusyd, Bidayah al-Mujtahid, 1I: 271. Muhammad Abu
Zahrah, Muhadarat fi al-Mirats ‘inda al-Ja'fariyyah (Ttp.: Ma’had fi al-Dirasat al-
‘Arabiyyah al-'Aliyyah, t.t.), him. 51-52 dan 57.

18  Al-Shabuni, Al-Mawaris, him. 61.
19  Al-Sayyid Sabiq, Figh al-Sunnah, IIl: 313.
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nasab. Oleh karena itu, nabi bersabda bahwa: al-wala’
(kekerabatan karena memerdekakan budak) itu daging
sebagaimana daging nasab, al-wala® luhmah ka luhmah
al-nasab.?® Atas dasar hadis ini, menurut pendapat penulis,
apabila bekas tuan tersebut meninggal dan tidak ada ahli
warisnya, atau masih terdapat sisa dan tidak ada kelompok
ashabah nasabiyyah, maka bekas budak tersebut bisa
mendapatkan bagian harta warisan juga dengan konsep
al-wala’ ini. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa
keduanya bisa saling mewarisi. Demikian juga halnya
dengan anak tiri dan anak angkat dalam hubungannya
dengan orang tua tiri atau orang tua angkatnya.

Di samping itu, hubungan antara anak tiri dan anak
angkat dengan orang tua tiri atau orang tua angkatnya
bisa juga dimasukkan dalam konsep al-mu’aqadah (janji
persaudaraan) yang menurut Al-Qurian termasuk di
antara sebab adanya saling mewarisi.?! Namun demikian,
walaupun posisinya anak, tiri ataupun angkat, tetapi
dalam hukum kewarisan tidak bisa disamakan dengan
kedudukan anak kandung. Sama dengan posisi bekas
tuan dari budak yang kedudukannya tidak sama dengan
ayah, maka posisi anak tiri dan anak angkat tersebut tidak
bisa menghijab ashabul furud dan hanya akan mendapat
bagian apabila masih ada sisa harta warisan setelah dibagi
kepada ashabul furud. Oleh karena itu, sering dikatakan
bahwa ashabah sababiyyah akan mendapat bagian warisan
apabila memang harta warisan tersebut masih ada sisa
dan tidak ada ashabah nasabiyyah.

Dari uraian-uraian di atas, dapat dilihat bahwa
mengenai sisa harta warisan setelah dibagi kepada ashabul
furud, para ulama hanya sepakat pada adanya hak bagi
ashabah nasabiyyah. Namun Kketika tidak ada ashabah
nasabiyyah, mereka berbeda pendapat tentang siapakah
yang lebih didahulukan untuk menerima sisa harta
warisan tersebut. Ada yang lebih mendahulukan baitul
mal, ada yang lebih mengutamakan radd, dan ada juga
yang mengutamakan untuk memberikannya pada ashabah
sababiyyah, dengan pengertiannya yang baru. Mengenai
urutan siapa yang lebih didahulukan, ini merupakan
masalah ijtihadiyah, sehingga penyelesaiannya perlu
melihat kasus per kasus yang sekiranya dapat mendekati
rasa keadilan para pihak. Namun demikian, secara umum,
menurut hemat penulis, konsep radd perlu diperhatikan,
karena di samping ashabul furud merupakan orang yang
terdekat dengan pewaris, juga biasanya setelah di-radd-

20 Muhammad Ibn Isma’il al-Shan’ani, Subul al-Salam Syarh Bulug al-Maram
min Jam'i Adillah al-Ahkam (Beirut: Dar al-Kitab al-'‘Arabi, 2006), him. 654.

21 Q.S. Al-Nisa’ (4): 33 menyebutkan ahli waris dengan jalan sumpah setia
(walladzina ‘aqadat aimanukum fa atuhum nashibahum), walaupun ulama berbeda
pendapat mengenai apakah sebab mewarisi dengan jalan sumpah setia ini telah
dinasakh atau belum.
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kan harta warisan tersebut masih sisa, yang bisa diberikan
kepada ashabah sababiyyah atau baitul mal. Sementara
apabila mengabaikan radd, dan langsung diberikan kepada
ashabah sababiyyah atau baitul mal, maka sangat mungkin
terjadi ashabul furud akan mendapatkan bagian lebih kecil
dari pada ashabah sababiyyah atau baitul mal.?? Dengan
kata lain, radd bisa saja diabaikan apabila ashabul furud
sudah mendapatkan bagian yang dianggap cukup dan adil.
Misalnya ahli waris hanya terdiri dari anak perempuan
tunggal, maka anak perempuan akan mendapat %2 harta
warisan, sehingga kemudian tidak perlu di-radd-kan
dan sisanya bisa langsung diberikan kepada ashabah
sababiyyah.

Atas dasar uraian di atas, dapat dilihat bahwa dalam
menyelesaikan perkara tersebut putusan judex facti lebih
mendahulukan baitul mal, dengan mempertimbangkan
juga anak angkat untuk mendapat wasiat wajibah,
sementara putusan judex juris lebih mengutamakan
ashabah sababiyyah. Namun demikian, keduanya tidak
mempertimbangkan adanya radd bagi ashabul furud yang
ada.Bahkanputusanjudexjuris, sebagaimana dikemukakan,
mengurangi bagian istri (ibu D) dari % menjadi 1/8 bagian,
dengan demikian istri hanya mendapat bagian 12,5% (1/8),
sementara sisanya, yaitu 7/8 (87,5%) diberikan kepada
anak tiri dan anak angkat sebagai ashabah sababiyyah. Di
sini istri sebagai ashabul furud yang merupakan ahli waris
asli mendapatkan bagian yang sangat sedikit, sementara
bagian anak tiri dan anak angkat sebagai ahli waris hasil
ijtthadi mendapat bagian harta warisan yang banyak.
Menurut hemat penulis, seharusnya istri tidak ter-hijab
nuqshan sehingga bagiannya tetap mendapat %4 bagian,
karena ashabah sababiyyah, sebagaimana dikemukakan,
tidak bisa menghijab ashabul furud.?® Kemudian patut juga
dipertimbangkan adanya radd bagi istri, sehingga bagian
istri adalah % ditambah radd % sehingga menjadi %2 (50%)
bagian dari harta warisan. Baru kemudian sisanya, yaitu %
(50%) diberikan secara merata kepada anak tiri dan anak
angkat yang ada. Dengan demikian, istri sebagai ahli waris
asli tidak banyak dirugikan.

Di samping penyelesaian di atas, dapat juga putusan
judex juris tersebut menggunakan konsep wasiat wajibah,
dengan tetap mendahulukan ashabul furud (istri) untuk
mendapatkan hak radd. Apabila seperti itu, maka hasilnya
adalah istri mendapat % bagian ditambah radd % sehingga
menjadi %2 (50%) bagian, kemudian anak tiri dan anak

22 Al-Qur’an sendiri mengingatkan untuk memperhatikan keturunan supaya
tidak lemah, termasuk masalah harta yang ditinggalkan. Q.S. Al-Nisa" (4): 9.

23 Anak yang dapat mengurangi (hijab nugshan) bagian istri adalah hanya
anak kandung. KHI pasal 180 menyatakan: “Janda mendapat seperempat bagian bila
pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka janda
mendapat seperempat bagian.”



angkat mendapat 1/3 (33,33%) sebagai jumlah maksimal
dari wasiat wajibah. Sementara sisanya yang 1/6 (16,66%)
diberikan kepada baitul mal (LAZIS) untuk kepentingan
umum. Dengan penyelesaian seperti ini, terlihatjuga bahwa
istri sebagai ashabul furudlebih diutamakan dari pada anak
angkat dan anak tiri, dan tetap bisa memberikan bagian
kepada baitul mal dengan jumlah yang lebih kecil. Apabila
dicermati, penyelesaian ini selaras dengan muatan hukum
yang terdapat dalam KHI. Sebagaimana dikemukakan,
KHI mengakui adanya radd, termasuk bagi suami dan
istri (Pasal 193), serta memberikan bagian melalui wasiat
wajibah bagi anak angkat (pasal 209) dan dalam hal ini
bisa dimasukkan anak tiri dengan cara analogi, serta baitul
mal yang bisa mendapat bagian sebagai alternatif terakhir
(pasal 191).

Catatan Penutup

Perkara yang yang menjadi pokok bahasan dalam
tulisan ini adalah adanya sisa harta warisan setelah dibagi
kepada ashabul furud, sementara kelompok ashabahnya
tidak ada. Dalam masalah ini memang terjadi perbedaan
pendapat para ulama mengenai cara penyelesaiannya
dan urutan prioritas penggunaan cara tersebut. Cara
penyelesaian yang dikemukakan para ulama adalah dengan
cara radd kepada ashabul furud, pemberian kepada baitul
mal, dan pembagian sisa harta kepada ashabah sababiyyah.
Sebagaimana dikemukakan, putusan judex facti lebih
memprioritaskan pemberian kepada baitul mal (LAZIS),
sementara judex juris lebih mengutamakan ashabah
sababiyyah dengan maknanya yang diperluas. Di samping
itu, dua putusan tersebut, menurut hemat penulis, kurang
memperhatikan hak ashabul furud dengan mengabaikan
‘.
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pemberlakuan radd, sehingga bagian yang diterima oleh
ashabul furud jauh lebih sedikit dibanding bagian yang
diterima oleh baitul mal ataupun ashabah sababiyah.

Anak tiri dan anak angkat dapat dimasukkan dalam
kelompok ashabah sababiyyah Kkarena terdapat fllat
(kausa hukum) yang sama dengan konsep al-wala’. Hal
yang bisa menjadi sebab adanya kewarisan antara tuan
dan bekas budaknya adalah karena adanya rasa kasih
sayang dan kedekatan antara keduanya sehingga terjadi
proses pemerdekaan dari tali perbudakan tersebut. Begitu
pula dengan hubungan antara anak tiri dan anak angkat
dengan orang tua tiri atau orang tua angkatnya. Di samping
itu, antara anak tiri dan anak angkat dengan orang tua tiri
atau orang tua angkatnya pada dasarnya terjalin semacam
sumpah setia (al-mu’aqadah) yang dalam Al-Qur’an Surat
Al-Nisa® (4) ayat 33 bisa sebagai sebab saling mewarisi.
Namun demikian, sebagai ashabah sababiyyah, anak tiri
dan anak angkat hanya akan mendapat bagian warisan
apabila terdapat sisa harta warisan setelah dibagi kepada
ashabul furud yang ada dan tidak ada ashabah nasabiyyah.
Di samping itu, apabila tidak sebagai ashabah sababiyyah,
anak tiri dan anak angkat juga bisa mendapatkan bagian
hartawarisan melalui wasiatwajibah. Dalam kedudukannya
sebagai penerima wasiat wajibah ini tidak disyaratkan
adanya sisa harta warisan setelah dibagi kepada ashabul
furud dan tidak adanya ashabah nasabiyyah, sehingga sejak
awal anak tiri dan anak angkat bisa mendapat bagian harta
warisan dengan maksimal 1/3 dari jumlah harta warisan.

Perbedaan pendapat dalam menetapkan hukum
seperti dalam putusan judex facti dan judex juris, apalagi
dalam masalah-masalah ijtihadi, merupakan hal yang
wajar. Namun hal ini, terutama dalam lembaga peradilan,
tentu saja mengurangi kepastian hukum bagi masyarakat.
Sebenarnya apabila mengikuti muatan hukum yang
ada dalam KHI dengan memberlakukan konsep radd,
di samping juga memperhatikan wasiat wajibah dan
kemungkinan baitul mal mendapat sisa harta warisan,
maka keseragaman putusan hakim tersebut lebih mungkin
untuk dilakukan. Namun demikian, KHI tampaknya tidak
cukup kuat sebagai hukum materil yang harus dipedomani
oleh para hakim. Memang, dari materi hukum yang ada
dalam KHI, hanya bidang kewarisan saja yang tidak
ada undang-undangnya. Bidang perkawinan sudah ada
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan juga bidang
perwakafan dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun
2004. Oleh karena itu, demi kepastian hukum bagi para
pencari keadilan, perlu kiranya segera diupayakan adanya
undang-undang Kewarisan Islam sebagai hukum materil
bagi lembaga peradilan agama.[]
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